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RINGKASAN

Untuk mencapai pelayanan prima maka kualitas kinerja pemerintah yang efektif
dan efisien sangat di butuhkan sehingga kesatuan kerjasama mampu meningkatkan
kepercayaan terhadap masyarakat. Memberikan pelayanan prima menjadi upaya
akan pencapaian kebutuhan masyarakat. Namun dalam mengimplementasikan
pelayanan prima ini, masih ada kesenjangan yang terjadi dilapangan antara harapan
dan kebenaran. Dimana pelayanan yang dijalankan masih belum memadai. Yang
mana dari masyarakat itu sendiri yang masih belum memahami tentang alur dan
prosedur pelayanan. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui prinsip pelayanan
prima dalam memberikan pelayanan administrasi kebutuhan masyarakat Desa
Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu dan untuk menyelidiki faktor-faktor yang
mempengaruhi prinsip pelayanan prima dalam memberikan pelayanan administrasi
kebutuhan masyarakat. Pada penelitian ini memakai metode kualitatif. Teknik
pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.
Menurut hasil penelitian yang dilakukan bahwasannya prinsip pelayanan prima
dalam memberikan pelayanan administrasi kebutuhan masyarakat Desa Punten
Kecamatan Bumiaji Kota Batu sudah efektif. Dapat dilihat dari aspek
kesederhanaan, kejelasan dan tanggung jawab. Dapat dilihat melalui aspek
kesederhanaan prosedur pelayanan di Desa Punten sangat mempermudah
masyarakat untuk mengetahui alur pelayanan serta sudah sesuai dengan Standar
Operasional Prosedur dan difasilitasi oleh aplikasi E-Desa. Pada aspek kejelasan
persyaratan di Desa Punten sudah jelas. Pada aspek tanggung jawab, aparatur dalam
memberikan pelayanan untuk masyarakat Desa Punten sudah sesuai dengan
wewenang dan tanggung jawab karena sudah ada di struktur organisasi desa, agar
eksistensi dan kejelasan aparatur yang memberikan pelayanan dapat diketahui oleh
penerima pelayanan.
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PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Pelayanan prima adalah arti dari istilah “excellent service” yang bermaksud
pelayanan yang terbaik. Dikatakan terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan
yang berlaku atau dimiliki oleh instansi yang memberikan pelayanan. Untuk
mencapai pelayanan prima maka kualitas kinerja pemerintah yang efektif dan
efisien sangat dibutuhkan sehingga kesatuan kerjasama mampu meningkatkan
kepercayaan terhadap warga negara. Tujuan pelayanan prima yaitu memberikan
pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta memberikan fokus

pelayanan kepada masyarakat (Zulkarnain dan Sumarsono, 2018:7).

Berdasarkan Keputusan Menteri Penyalahgunaan Aparatur Negara NO. 63
tahun 2003 pelayanan prima merupakan suatu kegiatan pelayanan yang dilakukan
oleh penyelenggaraan pelayanan publik dalam upaya pemenuhan kebutuhan
penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Didalam organisasi pemerintah, pelayanan untuk masyarakat adalah tugas
utama yang tidak bisa dihindarkan karena menjadi tanggung jawab penyelenggara
pelayanan untuk mewujudkan pelayanan yang baik terhadap warga negaranya.
Karena sudah sebagai bentuk tanggung jawab dan selayaknya pemerintah

mengetahui penyelesaian yang adil atas masalah yang terjadi, termasuk masalah



intern merupakan masalah yang berasal dari dalam instansi sedangkan masalah
exstern yaitu masalah yang berasal dari warga negara pengguna pelayanan umum.
Memberikan pelayanan yang baik memiliki banyak aspek misalnya tanggapan
dalam pemberian pelayanan, bisa mengoperasikan teknologi pada proses
pelayanan, prinsip siap melayani, mengurusi kewajibannya dengan jelas, bisa
berkomunikasi secara baik, bisa menerima dan menguasai bahasa isyarat
masyarakat, dan bisa mengurus permasalahan masyarakat secara profesional.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009,
pelayanan administrasi merupakan upaya pemerintah desa untuk melayani
masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan contohnya pengurusan KK,
KTP, Akta dan keperluan pencatatan lainnya. Pelayanan administrasi adalah
kewajiban yang tidak bisa dilepaskan oleh pemerintah daerah karena apabila bagian
pelayanan tidak berjalan dengan baik bahwa dipastikan segala bidang akan
terhambat maka harus memiliki persiapan yang bagus serta lebih baik harus ada
perumusan standar pelayanan dalam masyarakat sesuai kekuasaan yang
dialokasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Pelayanan administrasi adalah salah satu tugas pokok pemerintah demi upaya
pemuasan keperluan masyarakat ataupun dalam bentuk mewujudkan kebutuhan
peraturan perundang-undangan. Namun pelayanan administrasi di Indonesia tengah
menjadi permasalahan bahwa harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang
menyeluruh. Pelayanan administrasi bisa digolongkan efektif jika masyarakat
menerima kesederhanaan pelayanan melalui prosedur yang singkat, cepat, benar

dan memuaskan. Pada dasarnya akan mencapai sasaran dan tujuan yang sudah



disepakati bersama dengan standar operasional yang berlaku dan tindakan yang
penuh rasa tanggung jawab.

Dalam Moenir (2015:26) pelayanan umum merupakan aktivitas yang
dilaksanakan untuk individu atau sekelompok penduduk dengan tujuan dasar
melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam bentuk usaha pemenuhan
kebutuhan orang lain sesuai haknya. Pada dasarnya pelayanan publik merupakan
pemberian pelayanan prima untuk warga negara yaitu pelaksanaan tanggung jawab
oleh pemerintah sebagai abdi warga negara. Namun dalam mengimplementasikan
pelayanan prima ini, masih saja ada kesenjangan yang terjadi dilapangan yaitu
antara harapan dan kebenaran. Dimana pelayanan yang dijalankan masih belum
memadai. Yang mana dari masyarakat itu sendiri yang masih belum memahami
tentang alur dan prosedur pelayanan.

Dengan demikian, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Prinsip
Pelayanan Prima Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kebutuhan
Masyarakat Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.” Dimana berdasarkan
hasil observasi awal kualitas dan pemahaman masyarakat terhadap prosedur
pelayanan yang masih kurang sehingga tujuan dari pelayanan prima agar tercapai
seperti yang diinginkan dan upaya untuk meningkatkan dan menciptakan
kesejahteraan dalam masyarakat. Tujuan pokok pelayanan prima adalah untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan ini dapat terlaksana apabila
pelayanan yang dijalankan sikron dengan standar pelayanan yang telah diputuskan.

Implementasi pelayanan prima di Desa Punten dapat dilihat dari prinsip-prinsip



pelayanan prima. Prinsip-prinsip pelayanan prima tersebut adalah kesederhanaan,

kejelasan dan tanggung jawab.

1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana prinsip pelayanan prima dalam memberikan pelayanan
administrasi kebutuhan masyarakat?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi prinsip
pelayanan prima dalam memberikan pelayanan administrasi kebutuhan

masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian
Berpusat pada perumusan masalah tersebut maka, tujuan penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui dan menganalisis prinsip pelayanan prima dalam
memberikan pelayanan administrasi kebutuhan masyarakat
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis prinsip pelayanan prima dalam

memberikan pelayanan administrasi kebutuhan masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:
1. Akademis
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan

pengetahuan bagi semua pihak khususnya dalam keilmuan Administrasi



Publik dan sebagai referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan
penelitian mengenai prinsip pelayanan prima dalam memberikan
pelayanan administrasi kebutuhan masyarakat.

Praktis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung bagi peneliti
terkait prinsip pelayanan prima dalam memberikan pelayanan

administrasi kebutuhan masyarakat.
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